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Abstract: This study aims to analyze the form and effectiveness of legal protection for women and children as 

victims of domestic violence in Indonesia. The method used is normative legal research or library research as a 

technique for collecting legal materials. The results of the study show that despite the existence of regulations 

such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the Child Protection Law, 

their implementation still faces various obstacles, such as limited access to services, weak law enforcement, and 

social stigma. In conclusion, legal protection for victims of domestic violence needs to be strengthened through a 

holistic and equitable approach.  
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap 

perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Metode yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research) sebagai teknik pengumpulan 

Bahan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Perlindungan 

Anak, pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala, seperti keterbatasan akses layanan, lemahnya aparat 

penegak hukum, serta adanya stigma sosial. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap korban KDRT perlu 

diperkuat melalui pendekatan yang holistik dan berkeadilan. 

Kata kunci: Perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, perempuan, anak, korban KDRT. 
 

PENDAHULUAN  

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang terus terjadi di 

berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok 
yang paling rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, seksual, 

maupun ekonomi.cMeskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus 

KDRT, masih banyak korban yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang 
memadai. Ketimpangan gender, ketergantungan ekonomi, serta minimnya pemahaman masyarakat 

mengenai hak-hak korban sering kali menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, 

diperlukan mekanisme hukum yang kuat dan efektif untuk melindungi perempuan dan anak sebagai 
korban KDRT. 

Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban 

kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini bertujuan untuk 
mencegah, melindungi, serta memulihkan korban dari dampak buruk KDRT.  

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat banyak kendala, seperti kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai prosedur hukum, rendahnya keberanian korban untuk melapor, serta 
masih adanya stigma sosial yang membuat korban enggan mencari bantuan hukum. Selain itu, tidak 

semua aparat penegak hukum memiliki sensitivitas terhadap isu KDRT, sehingga penanganan kasus 

sering kali tidak berjalan optimal. 

Selain faktor hukum, aspek sosial dan budaya juga berperan besar dalam tingginya angka 
kekerasan dalam rumah tangga. Di beberapa daerah, masih terdapat anggapan bahwa masalah rumah 

tangga merupakan urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar. Pemahaman yang keliru 

ini membuat banyak korban memilih untuk tetap diam meskipun mengalami kekerasan berulang kali. 
Tidak hanya itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan utama mengapa banyak perempuan bertahan dalam 
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hubungan yang penuh kekerasan, terutama jika mereka tidak memiliki sumber penghasilan sendiri. 
Situasi ini semakin memperparah kondisi korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan 

keadilan. 

Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban KDRT juga terkait dengan 

ketersediaan layanan pendukung, seperti rumah aman, layanan kesehatan, serta bantuan psikologis dan 
hukum. Sayangnya, fasilitas ini masih terbatas di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan dan 

terpencil. Tidak semua korban memiliki akses mudah ke layanan ini, sehingga mereka kesulitan untuk 

melaporkan kekerasan yang dialami atau mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan. Keterbatasan 
anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi kendala dalam upaya pemerintah dan 

organisasi terkait untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. 

Pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk 
meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KDRT, seperti kampanye kesadaran, 

pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta pendirian pusat layanan terpadu. Namun, upaya ini masih 

perlu diperkuat dengan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, serta korban 

itu sendiri. Perubahan pola pikir dan budaya yang lebih mendukung hak-hak perempuan dan anak juga 
harus terus didorong agar korban merasa lebih berani untuk melapor dan menuntut keadilan. 

Dengan berbagai tantangan yang ada, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak 

sebagai korban KDRT harus terus diperkuat melalui perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran 
masyarakat, serta optimalisasi layanan perlindungan. Penegakan hukum yang lebih tegas dan berpihak 

pada korban menjadi salah satu kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini. Tanpa adanya upaya 

yang lebih serius dan berkelanjutan, perempuan dan anak akan terus berada dalam lingkaran kekerasan 
yang sulit untuk diputus. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan agar hak-hak 

korban benar-benar terlindungi dan mereka dapat hidup dengan lebih aman dan bermartabat. 

Upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga 

tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada efektivitas sistem peradilan dalam 
menegakkan hukum secara adil. Sayangnya, banyak kasus KDRT yang tidak sampai ke meja hijau 

karena berbagai alasan, seperti tekanan dari pelaku, ketakutan korban terhadap ancaman, atau bahkan 

proses hukum yang berbelit-belit. Dalam banyak kasus, korban lebih memilih berdamai atau menarik 
laporan mereka karena merasa tidak memiliki dukungan yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa 

perlindungan hukum tidak hanya harus ada dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi juga harus didukung 

oleh sistem yang responsif, cepat, dan berpihak pada korban agar mereka mendapatkan keadilan yang 

seharusnya. 
Penting untuk meningkatkan peran lembaga-lembaga yang berfokus pada perlindungan 

perempuan dan anak, seperti Komnas Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A), serta organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap isu KDRT. Lembaga-
lembaga ini berperan penting dalam memberikan advokasi, pendampingan, serta edukasi kepada 

masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, kerja sama antara lembaga ini dengan 

aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta komunitas lokal sangat dibutuhkan untuk menciptakan 
sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan menjangkau lebih banyak korban. Tanpa kolaborasi 

yang kuat, upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT akan sulit untuk diimplementasikan 

secara efektif. 

Pada akhirnya, penyelesaian masalah KDRT di Indonesia membutuhkan pendekatan yang 
holistik dan berkelanjutan. Selain memperkuat regulasi dan layanan perlindungan, pendidikan dan 

sosialisasi mengenai kesetaraan gender serta hak-hak perempuan dan anak harus terus ditingkatkan 

sejak usia dini.Dengan adanya perubahan pola pikir di masyarakat, diharapkan kasus kekerasan dalam 
rumah tangga dapat berkurang secara signifikan, dan perempuan serta anak dapat hidup dalam 

lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan. Hanya dengan komitmen bersama dari semua 

pihak, mulai dari pemerintah, penegak hukum, masyarakat, hingga korban sendiri, perlindungan hukum 
yang efektif dan berkeadilan dapat benar-benar terwujud. 

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah 

tangga di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama 

yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang bertujuan untuk mencegah KDRT, melindungi korban, serta 

menindak pelaku secara hukum.  
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Selain itu, perlindungan terhadap perempuan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan (CEDAW), yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap 

perempuan dari segala bentuk kekerasan. Sedangkan, perlindungan terhadap anak diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari 

kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.  

Selain itu, hukum pidana juga memberikan perlindungan bagi korban KDRT melalui Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana 

penganiayaan, kekerasan seksual, serta penelantaran keluarga. Untuk mendukung implementasi hukum, 

pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan turunan dan kebijakan, seperti Peraturan Pemerintah 
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT serta 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengatur mekanisme 

layanan bagi korban. Dengan adanya berbagai regulasi ini, diharapkan hak-hak perempuan dan anak 

sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terlindungi secara optimal. 
Inti masalah hukum dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban 

kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terletak pada kurangnya efektivitas implementasi regulasi 

yang sudah ada. Meskipun berbagai undang-undang telah mengatur perlindungan bagi korban, dalam 
praktiknya masih banyak kendala, seperti minimnya akses terhadap keadilan, lemahnya penegakan 

hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban. Banyak korban yang enggan 

melapor karena takut terhadap ancaman pelaku, tekanan sosial, atau kurangnya dukungan dari 
lingkungan sekitar.  

Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki sensitivitas gender dalam menangani kasus 

KDRT, sehingga proses hukum menjadi berlarut-larut atau bahkan tidak memberikan keadilan bagi 

korban. Keterbatasan fasilitas pendukung, seperti rumah aman dan layanan psikososial, juga menjadi 
hambatan dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, permasalahan hukum 

utama dalam isu ini bukan hanya terletak pada kurangnya regulasi, tetapi juga pada rendahnya 

efektivitas implementasi dan penegakan hukum yang berpihak kepada korban. 
Contoh Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan Armor Toreador dan 

istrinya, Cut Intan Nabila, menjadi sorotan publik setelah korban mengungkapkan kekerasan yang 

dialaminya melalui media sosial pada tahun 2024. Bukti berupa rekaman CCTV menunjukkan tindakan 

kekerasan yang dilakukan Armor terhadap Cut Intan di hadapan anak mereka. Setelah laporan dibuat, 
pihak kepolisian menetapkan Armor sebagai tersangka dan menahannya. Proses persidangan 

berlangsung hingga akhirnya Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara 

kepada Armor Toreador atas perbuatannya. Selain hukuman pidana, Cut Intan Nabila juga menggugat 
cerai suaminya, yang kemudian diterima oleh Armor demi kebaikan anak-anak mereka. Kasus ini 

menjadi contoh bahwa penegakan hukum terhadap KDRT tetap berjalan, serta menunjukkan pentingnya 

keberanian korban dalam mencari keadilan. 
Membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam 

rumah tangga di Indonesia sangat penting karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih 

menjadi permasalahan serius yang berdampak luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. 

Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), masih banyak korban yang kesulitan mendapatkan 

perlindungan dan keadilan akibat faktor seperti tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, serta lemahnya 

penegakan hukum. Selain itu, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan berisiko mengalami 
trauma jangka panjang yang memengaruhi perkembangan mereka. Dengan membahas isu ini, 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong penguatan kebijakan, serta 

memperbaiki sistem perlindungan bagi korban agar mereka bisa mendapatkan hak-haknya secara 
maksimal. 

Dari latar belakang masalah yang ada penulis menarik mengambil judul ini “Perlindungan 

Hukum terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di 

Indonesia”. 
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau library research, yaitu penelitian 

yang berfokus pada norma, kaidah, dan asas hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-

undangan. Pendekatan ini sering disebut studi dogmatik atau doctrinal research karena bersifat teoritis-

rasional dan menggunakan logika deduktif dalam pengungkapannya. Penelitian hukum normatif 
dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder untuk mengkaji asas hukum, sistematika 

hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Konsep normatif juga 

menekankan bahwa aturan hukum harus memuat nilai-nilai keutamaan (summum bonum) yang 
diterima secara moral dan rasional. 

Pendekatan penelitian yang digunakan merujuk pada pandangan Peter Mahmud Marzuki, yaitu 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah seluruh regulasi relevan sebagai 
dasar analisis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis: primer, berupa undang-undang 

terkait PKDRT, perlindungan anak, serta CEDAW; sekunder, berupa buku hukum, jurnal ilmiah, dan 

karya akademik yang memberi penjelasan terhadap bahan primer; serta tersier, seperti situs web, kamus, 

dan database hukum online yang membantu menemukan bahan hukum lain. 
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran sumber hukum sesuai isu 

penelitian, kemudian diklasifikasi secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis melalui penafsiran dan telaah untuk memecahkan isu 
hukum yang dikaji. Hasil analisis tersebut menghasilkan argumentasi yang menjadi dasar penarikan 

kesimpulan yang logis serta penyusunan rekomendasi atau saran sebagai preskripsi akhir penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Faktor-faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga 

Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi perlindungan hukum bagi korban 
kekerasan dalam rumah tangga adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap 

hukum yang mengatur KDRT. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau dengan tingkat 

pendidikan rendah, belum memahami bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam 

pandangan sebagian masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah 

privat yang tidak layak dibawa ke ranah hukum. Hal ini membuat korban enggan melapor karena takut 

dianggap mencemarkan nama baik keluarga atau mendapat tekanan sosial. Ketidaktahuan ini diperparah 
oleh minimnya sosialisasi hukum dari pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga perlindungan 

perempuan, dan penegak hukum. 

Selain itu, budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia menjadi 
hambatan serius dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Dalam struktur budaya patriarki, 

laki-laki sering diposisikan sebagai pemimpin rumah tangga yang berhak mengatur dan mendisiplinkan 

anggota keluarganya, termasuk dengan kekerasan. Akibatnya, ketika terjadi kekerasan dalam rumah 
tangga, masyarakat cenderung menyalahkan korban atau membenarkan tindakan pelaku. Korban pun 

sering merasa malu, bersalah, atau bahkan takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena 

khawatir dianggap melawan norma atau adat. Dalam kondisi seperti ini, sistem hukum formal kesulitan 

untuk bekerja secara efektif karena korban tidak berani mengakses jalur hukum yang tersedia. 
Kelemahan dalam sistem pelayanan dan perlindungan korban juga menjadi faktor penghambat 

utama. Layanan pendampingan hukum, psikologis, dan medis bagi korban KDRT masih terbatas, 

terutama di daerah-daerah terpencil. Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) sering kali tidak memiliki sumber daya manusia atau dana yang 

memadai untuk menangani semua laporan. Bahkan, di banyak wilayah, tidak ada fasilitas khusus untuk 

tempat penampungan sementara korban KDRT, sehingga korban harus tetap tinggal serumah dengan 
pelaku. Kondisi ini membuat korban merasa tidak aman dan tidak dilindungi secara memadai oleh 

negara, sehingga enggan untuk melaporkan atau melanjutkan proses hukum. 

Dari sisi penegakan hukum, masih terdapat tantangan dalam hal respons aparat terhadap 

laporan KDRT. Polisi atau aparat penegak hukum terkadang kurang memiliki perspektif gender atau 
kepekaan terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami 

reviktimisasi, yakni diperlakukan seolah-olah dialah penyebab konflik atau diminta untuk berdamai 
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dengan pelaku demi menjaga keutuhan rumah tangga. Proses hukum pun bisa berjalan lambat dan 
berbelit, yang menambah tekanan psikologis terhadap korban. Kurangnya pelatihan dan panduan yang 

jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT mengakibatkan ketidakkonsistenan 

dalam penegakan perlindungan hukum bagi korban. 

Ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku juga menjadi faktor besar yang menghambat 
keberanian korban untuk melapor dan menuntut perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, korban 

terutama perempuan tidak memiliki penghasilan sendiri atau akses terhadap sumber daya ekonomi. 

Ketergantungan ini membuat korban merasa tidak punya pilihan selain bertahan dalam hubungan yang 
penuh kekerasan karena khawatir tidak bisa menghidupi dirinya atau anak-anaknya jika meninggalkan 

pelaku. Bahkan ketika jalur hukum terbuka, ketakutan akan kehilangan tempat tinggal, makanan, dan 

pengasuhan anak sering membuat korban menunda atau membatalkan laporan. Negara seharusnya hadir 
dengan menyediakan dukungan ekonomi atau pelatihan keterampilan untuk membantu korban mandiri 

secara finansial, namun sayangnya upaya ini belum menyentuh semua lapisan masyarakat. 

Kurangnya keberanian atau ketegasan korban dalam menghadapi proses hukum juga menjadi 

penghambat tersendiri, meskipun faktor ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan kepada korban. Proses 
hukum bisa sangat menguras tenaga dan pikiran, apalagi ketika korban harus menghadapi pelaku di 

pengadilan, memberikan kesaksian, atau bahkan menghadapi intimidasi dari keluarga pelaku. Banyak 

korban yang pada akhirnya mencabut laporan karena tekanan psikis yang luar biasa. Situasi ini 
seharusnya dijawab oleh negara dengan menghadirkan sistem perlindungan saksi yang efektif dan 

menjamin keamanan korban sepanjang proses hukum berlangsung. Namun dalam praktiknya, 

perlindungan tersebut seringkali hanya ada di atas kertas, sementara pelaksanaannya minim dan tidak 
merata di seluruh wilayah. 

Kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan dan 

penanganan KDRT juga memberi andil dalam lemahnya implementasi perlindungan hukum. Tokoh-

tokoh ini seharusnya bisa menjadi agen perubahan yang memengaruhi sikap masyarakat untuk menolak 
kekerasan dan mendukung korban, namun dalam kenyataannya tidak sedikit dari mereka yang justru 

bersikap permisif atau bahkan menyarankan korban untuk “bersabar” demi menjaga keharmonisan 

rumah tangga. Ketika tokoh masyarakat tidak memberikan dukungan moral dan sosial kepada korban, 
upaya hukum menjadi sangat berat karena korban kehilangan jejaring perlindungan non-formal yang 

seharusnya mendukungnya dalam melawan kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan budaya dan agama 

perlu disinergikan dalam strategi penanganan KDRT. 

Minimnya data dan sistem pelaporan yang tidak terintegrasi juga menjadi masalah penting. 
Pemerintah pusat dan daerah sering tidak memiliki data akurat tentang jumlah korban KDRT, jenis 

kekerasan yang dialami, atau efektivitas penanganan kasus. Akibatnya, sulit untuk merancang kebijakan 

yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Pelaporan yang manual, tidak terstandarisasi, serta tidak 
terhubung antar lembaga menyebabkan informasi penting terputus dan lambat. Padahal, keberadaan 

data yang baik sangat penting untuk evaluasi program, pengambilan keputusan, serta alokasi anggaran 

perlindungan korban. Maka dari itu, dibutuhkan sistem pelaporan terintegrasi berbasis teknologi yang 
bisa diakses oleh berbagai institusi penegak hukum dan perlindungan perempuan. 

Keterbatasan regulasi dan implementasinya juga menjadi hambatan yang signifikan. Meskipun 

UU No. 23 Tahun 2004 sudah mengatur dengan cukup komprehensif tentang perlindungan terhadap 

korban KDRT, namun implementasinya di lapangan belum maksimal. Banyak pemerintah daerah belum 
mengalokasikan anggaran khusus atau membentuk unit kerja yang bertanggung jawab langsung atas 

perlindungan korban KDRT. Koordinasi antar instansi yang terkait seperti kepolisian, rumah sakit, 

lembaga perlindungan perempuan, dan pengadilan masih lemah dan tidak terintegrasi. Hal ini membuat 
sistem perlindungan tidak berjalan secara efektif dan menyulitkan korban untuk memperoleh keadilan 

secara cepat dan menyeluruh. 

Kurangnya pelatihan dan edukasi tentang penanganan kasus KDRT kepada aparat penegak 
hukum dan tenaga medis  menjadi penghambat signifikan dalam proses perlindungan korban. Petugas 

kepolisian, jaksa, hakim, maupun tenaga medis yang pertama kali berinteraksi dengan korban KDRT 

sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait pendekatan berbasis korban (victim-

centered approach). Akibatnya, perlakuan terhadap korban kadang tidak empatik atau bahkan 
menyudutkan. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan korban atau pengabaian terhadap 

luka emosional yang dialami. Padahal, pendekatan awal yang sensitif dan profesional sangat 

menentukan keberanian korban dalam melanjutkan proses hukum. Oleh karena itu, penting dilakukan 
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pelatihan berkelanjutan agar semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus memahami psikologi 
korban serta kerangka hukum yang relevan. 

Kelemahan dalam mekanisme koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi hambatan serius 

dalam implementasi perlindungan hukum. Penanganan KDRT idealnya melibatkan lintas sektor seperti 

kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, psikolog, pendamping hukum, hingga lembaga perlindungan 
perempuan dan anak, namun dalam praktiknya koordinasi antar lembaga ini masih lemah. Sering terjadi 

tumpang tindih, keterlambatan penanganan, atau bahkan korban dipingpong dari satu lembaga ke 

lembaga lain tanpa kejelasan. Hal ini tidak hanya memperlambat pemulihan korban, tapi juga bisa 
membuat mereka putus asa dan mengurungkan niat untuk menuntut keadilan. Untuk itu, dibutuhkan 

sistem layanan terpadu yang bekerja secara cepat, terkoordinasi, dan berbasis pada kepentingan korban. 

Stigma sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor yang 
menghambat proses perlindungan hukum. Korban sering kali dianggap sebagai penyebab rusaknya 

rumah tangga atau dinilai gagal menjalankan peran sebagai istri atau ibu. Stigma ini membuat korban 

merasa malu, takut dijauhi lingkungan, atau dikucilkan oleh keluarga sendiri. Dalam masyarakat yang 

masih menjunjung tinggi “aib keluarga”, pelaporan kasus KDRT sering kali dianggap tabu. Oleh karena 
itu, korban lebih memilih untuk diam atau menyelesaikan masalah secara informal, meskipun cara 

tersebut tidak menjamin keselamatan atau keadilan bagi dirinya. Untuk mengubah kondisi ini, 

dibutuhkan perubahan paradigma sosial melalui pendidikan publik dan kampanye yang menormalisasi 
pelaporan kekerasan sebagai tindakan berani dan sah. 

Proses hukum yang lambat dan penuh birokrasi juga melemahkan semangat korban dalam 

mencari keadilan. Banyak korban yang mengalami kesulitan mengakses bantuan hukum karena biaya 
tinggi, waktu yang lama, dan proses pengumpulan bukti yang rumit. Di sisi lain, pelaku kekerasan yang 

memiliki kekuasaan ekonomi atau sosial kadang mampu memanipulasi proses hukum atau 

menggunakan koneksi untuk melindungi diri. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami 

kriminalisasi balik akibat membela diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan belum 
sepenuhnya berpihak kepada korban dan justru memperlihatkan ketimpangan kekuasaan. Negara perlu 

melakukan reformasi hukum agar proses penanganan KDRT berjalan cepat, mudah, dan berpihak 

kepada korban. 
Kurangnya jaminan keberlanjutan dalam program perlindungan korban juga menjadi hambatan 

serius. Banyak program bantuan atau rehabilitasi bagi korban hanya bersifat sementara, tidak 

terstruktur, dan tidak menjamin keberlangsungan hidup korban dalam jangka panjang. Padahal, 

perlindungan hukum seharusnya tidak hanya selesai di pengadilan, tetapi juga mencakup pemulihan 
psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Tanpa dukungan jangka panjang, korban rawan kembali ke 

lingkaran kekerasan. Pemerintah seharusnya mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, 

penyuluhan lanjutan, serta dukungan psikososial yang berkelanjutan agar korban benar-benar pulih dan 
mandiri. Tanpa jaminan ini, perlindungan hukum akan terasa hampa dan hanya menjadi formalitas 

belaka. 

B. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Di Indonesia 

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di 

Indonesia telah mendapatkan perhatian khusus sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini 
menjadi landasan utama dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban KDRT, baik secara 

fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa negara 

memiliki kewajiban untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan 
dalam lingkup rumah tangga. Ini menandai langkah progresif hukum Indonesia dalam memposisikan 

kekerasan rumah tangga bukan lagi sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai kejahatan publik yang harus 

ditangani secara serius oleh negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga sosial terkait. 
Secara yuridis, perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya diatur dalam UU 

PKDRT, tetapi juga diperkuat oleh berbagai regulasi lainnya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual. Ketiga regulasi ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam 
melindungi hak-hak korban KDRT, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, layanan 

medis, perlindungan keamanan, serta pemulihan psikologis. Pemerintah juga menetapkan berbagai 
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lembaga dan mekanisme pendukung, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di 
kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta rumah aman 

(shelter) untuk tempat perlindungan sementara bagi korban. 

Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut sering kali tidak berjalan optimal 

karena berbagai hambatan struktural dan sosial. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya akses 
korban terhadap lembaga-lembaga perlindungan, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. 

Banyak korban, khususnya perempuan, yang masih enggan melapor karena merasa takut, malu, atau 

khawatir terhadap reaksi lingkungan sosial. Selain itu, sebagian aparat penegak hukum dan tenaga 
medis belum sepenuhnya memiliki perspektif perlindungan korban, sehingga korban kerap kali 

mendapatkan perlakuan yang tidak empatik atau bahkan menyalahkan. Lemahnya pemahaman aparat 

terhadap kekerasan berbasis gender membuat proses penanganan hukum terhadap pelaku tidak selalu 
berjalan secara efektif dan adil. 

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT juga menghadapi tantangan 

tersendiri. Anak sebagai korban sering kali mengalami trauma psikologis jangka panjang akibat 

kekerasan yang terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi mereka, yaitu 
rumah. Sistem hukum Indonesia sudah memberikan ruang bagi anak untuk mendapatkan pemulihan, 

namun implementasinya di lapangan masih minim. Proses hukum yang lama, kurangnya tenaga 

konselor anak, serta terbatasnya rumah aman bagi anak korban membuat perlindungan menjadi tidak 
menyeluruh. Selain itu, dalam beberapa kasus, anak justru dipaksa kembali tinggal bersama pelaku 

karena tidak ada alternatif penampungan lain, yang jelas berisiko bagi kesehatan mental dan 

keselamatan anak. 
Untuk memperkuat perlindungan hukum secara menyeluruh, diperlukan sinergi antara aspek 

hukum, sosial, dan budaya. Negara harus hadir tidak hanya sebagai pelindung melalui regulasi, tetapi 

juga sebagai pelaksana kebijakan yang efektif dan humanis. Edukasi masyarakat, terutama kepada 

keluarga dan tokoh masyarakat, perlu dilakukan untuk menghapus stigma terhadap korban dan 
membangun pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia. 

Penegakan hukum terhadap pelaku juga harus dilakukan secara tegas dan transparan untuk memberikan 

efek jera serta keadilan bagi korban. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, 
tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh perempuan dan anak yang 

menjadi korban kekerasan. 

Salah satu pendekatan penting yang harus diperkuat dalam perlindungan hukum terhadap 

korban KDRT adalah pendekatan berbasis korban (victim-centered approach). Pendekatan ini 
menempatkan kepentingan dan keselamatan korban sebagai prioritas utama dalam setiap tahap proses 

hukum dan pemulihan. Sayangnya, dalam praktiknya, pendekatan ini belum sepenuhnya diadopsi oleh 

lembaga penegak hukum maupun lembaga layanan sosial. Banyak korban yang merasa tidak nyaman 
atau tidak aman ketika melapor, karena harus menceritakan kembali kejadian traumatis secara berulang, 

atau bahkan mengalami perlakuan yang merendahkan. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan khusus bagi 

petugas yang menangani kasus KDRT, termasuk dalam aspek komunikasi empatik, penanganan trauma, 
serta kepekaan terhadap isu gender dan anak. 

Di samping itu, dukungan psikologis dan sosial bagi korban KDRT, terutama perempuan dan 

anak, belum menjadi prioritas dalam banyak kebijakan daerah. Padahal, korban KDRT sering kali 

mengalami dampak jangka panjang seperti trauma, depresi, kehilangan kepercayaan diri, hingga 
gangguan perkembangan pada anak. Layanan konseling, terapi psikologis, serta pendampingan sosial 

harus menjadi bagian integral dari sistem perlindungan hukum. Tanpa adanya pemulihan yang 

menyeluruh, korban rawan kembali ke lingkungan kekerasan karena merasa tidak memiliki pilihan atau 
daya untuk mandiri. Pemerintah daerah perlu lebih serius membangun infrastruktur layanan psikososial 

yang memadai, terjangkau, dan mudah diakses, khususnya bagi kelompok rentan di wilayah pelosok. 

Selain perlindungan pasca-kekerasan, upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga juga 
menjadi bagian penting dari perlindungan hukum yang komprehensif. Hal ini dapat dilakukan melalui 

edukasi masyarakat tentang kesetaraan gender, hak anak, serta pembentukan relasi yang sehat dalam 

keluarga. Kurikulum pendidikan di sekolah pun perlu memasukkan nilai-nilai antikekerasan dan 

penghargaan terhadap hak asasi sejak dini. Lembaga keagamaan dan tokoh adat juga memiliki peran 
strategis dalam membentuk norma sosial yang menolak segala bentuk kekerasan domestik. Pencegahan 

harus menjadi prioritas agar kekerasan tidak terjadi berulang, bukan hanya bertindak setelah ada korban. 
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Tidak kalah penting, dukungan hukum bagi korban miskin atau tidak mampu harus benar-benar 
dijamin oleh negara. Banyak korban KDRT tidak melanjutkan proses hukum karena tidak sanggup 

membayar pengacara atau tidak memahami proses hukum yang rumit. Padahal, Pasal 16 UU PKDRT 

menyebutkan bahwa korban berhak atas bantuan hukum. Pemerintah dan organisasi bantuan hukum 

harus memperluas jangkauan layanan mereka hingga ke tingkat desa atau kelurahan. Legal aid yang 
responsif dan ramah korban dapat mendorong lebih banyak perempuan dan anak untuk berani melapor 

dan menuntut keadilan. Tanpa akses hukum yang merata, perlindungan hukum akan terus menjadi hak 

yang eksklusif dan tidak dirasakan oleh kelompok paling rentan. 
Perlu juga dicermati bahwa penanganan kasus KDRT terhadap perempuan dan anak kerap kali 

terganjal oleh proses mediasi atau upaya perdamaian yang tidak tepat sasaran. Dalam banyak kasus, 

korban justru ditekan oleh keluarga besar atau aparat lokal untuk berdamai dengan pelaku demi menjaga 
“keutuhan keluarga”. Meskipun niatnya adalah menyelesaikan konflik secara kekeluargaan, pendekatan 

ini kerap mengabaikan kondisi psikis dan keselamatan korban, serta memberi ruang bagi pelaku untuk 

mengulangi tindakannya. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah pribadi, tetapi 

pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang berdampak serius, terutama terhadap perempuan dan 
anak. Oleh karena itu, pendekatan damai tidak boleh menggantikan proses hukum, terutama jika 

kekerasan terjadi secara sistematis dan berulang. 

Perlindungan hukum yang baik juga harus disertai dengan monitoring dan evaluasi kebijakan 
secara berkala. Banyak kebijakan terkait perlindungan korban KDRT yang sudah dirancang dengan baik 

di tingkat pusat, tetapi tidak diimplementasikan secara konsisten di daerah. Kurangnya evaluasi dan 

pengawasan membuat banyak daerah tidak memiliki standar operasional yang jelas, sehingga 
penanganan kasus menjadi tidak merata dan cenderung sewenang-wenang. Pemerintah pusat, melalui 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), perlu mendorong setiap 

daerah untuk membentuk tim terpadu yang bertugas khusus menangani dan mengawasi kasus KDRT 

secara cepat, terpadu, dan terukur. 
Partisipasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) juga menjadi komponen 

penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban KDRT. Banyak LSM 

yang memiliki jaringan luas dan pendekatan berbasis komunitas yang mampu menjangkau korban 
secara langsung. Mereka menyediakan layanan konsultasi hukum, konseling, shelter, dan pelatihan 

keterampilan bagi korban untuk membangun kembali kehidupannya. Kolaborasi antara negara dan 

masyarakat sipil perlu diperkuat melalui dukungan pendanaan, pelatihan bersama, serta penyusunan 

kebijakan berbasis data lapangan. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, perlindungan 
hukum dapat diwujudkan secara nyata dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  
1. Implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih 

menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari aspek struktural, kultural, maupun 

individual. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat, budaya patriarki yang masih kuat, 
keterbatasan layanan pendukung, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga stigma sosial 

terhadap korban menjadi faktor-faktor utama yang menghalangi efektivitas penegakan hukum. 

Di sisi lain, proses hukum yang lambat, ketergantungan ekonomi korban, serta kurangnya 

pelatihan aparat penegak hukum turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, perlindungan 
hukum bagi korban KDRT memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan penguatan 

regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, serta perubahan pola pikir masyarakat terhadap isu 

kekerasan domestik. 
2. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di 

Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui berbagai undang-undang 

seperti UU Penghapusan KDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan ini masih menghadapi banyak 
hambatan, mulai dari minimnya akses layanan, ketidaksiapan aparat, stigma sosial, hingga 

pendekatan penyelesaian yang tidak berpihak pada korban. Penanganan yang belum maksimal 

ini menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan secara 
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menyeluruh. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diwujudkan tidak hanya dalam bentuk 
regulasi, tetapi juga dalam pelayanan yang konkret, empatik, dan berkelanjutan. 

 

B. Saran  
1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi hukum dan literasi masyarakat terkait KDRT 

melalui pendidikan publik yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi 

antar lembaga perlindungan, pelatihan aparat yang sensitif gender, serta penyediaan layanan 

terpadu yang mudah diakses oleh korban. Dukungan psikososial dan ekonomi jangka panjang 
juga harus diintegrasikan dalam kebijakan perlindungan korban agar proses pemulihan berjalan 

menyeluruh dan berkelanjutan. 

2. Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan perlindungan hukum melalui peningkatan kapasitas 
aparat penegak hukum, perluasan akses bantuan hukum gratis, serta penguatan layanan 

psikososial yang terintegrasi hingga ke tingkat desa. Selain itu, edukasi publik harus 

digencarkan untuk menghapus stigma terhadap korban dan membangun budaya anti-kekerasan. 

Koordinasi antara lembaga negara, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil juga 
harus diperkuat agar penanganan kasus berjalan cepat, terukur, dan berpihak pada korban, 

terutama perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan. 
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